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PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum adat merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan
bagi pembangunan hukum nasional. Unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan
kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukan dalam peraturan hukum baru agar hukum
baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia.

Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional
adalah hukum waris adat. Untuk menemukan unsur-unsur hukum waris adat tersebut salah
satunya dengan melakukan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian
lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dari berbagai sistem waris
dan asas hukum adat yang digunakan di Indonesia.

Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan dengan ruang lingkup kehidupan
manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan
kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum
kematian seseorang diantaranya masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak
dan kewajiban —kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan
kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris.*

Hukum Waris yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang
masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk pada hukum waris dalam Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum waris Adat. Masyarakat Indonesia

! Eman Suparman, Inti Hukum Waris Indonesia, Armico, Bandung, 1985, him 13.
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terdiri dari beraneka ragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang
beragam. Antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki Kkarakteristik
tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk didalamnya hukum waris menjadi
pluralistis pula.

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk
kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki
sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonsesia dapat
dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem Patrilineal, sistem matrilineal dan sistem parental
atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah
hukum kewarisan, disamping juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain
dalam hal perkawinan.?

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem
dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris. Harta Warisan
adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih
dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk dalam harta warisan adalah harta pusaka,
harta perkawinan, harta bawaan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan
dan orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukan orang
yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara
pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum
atau sesudah wafat.

Hukum waris adat adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi

kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan Ter Haar :

2 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, him 23
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“ Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tatacara
bagaimana dari abad ke abad, penerusan dan peralihan satu harta kekayaan yang
berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya.®

Demikian pula pendapat Soepomo dalam bukunya yang berjudul bab-bab Hukum
adat mendefenisikan hukum adat sebagai :

..... Peraturan-peraturan yang mengatur proses mewariskan serta mengoper barang-

barang, harta benda dan barang yang berwujud dari (generatie) suatu angkatan

manusia kepada turunannnya.”

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia,
yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Bangsa Indonesia yang murni
berfikir berasaskan kekeluargaan, yaitu kepentingan hidup yang rukun damai lebih
diutamakan daripada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri.

Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, termasuk dalam sistem pewarisan.
Walaupun ada beberapa daerah yang memiliki kesamaan dalam sistem pewarisan, tetapi
memiliki permasalahan tersendiri yang mempengaruhi terhadap sistem pewarisan, seperti
faktor agama, hubungan persaudaraan (keturunan), etika pergaulan dan lain sebagainya.
Melihat proses Islamisasi masyarakat di Indonesia adalah hal yang penting untuk
memahami sejarah Hukum Adat. Dalam waktu relatif singkat, islam mampu
mempengaruhi konfigurasi Hukum Adat.

M.B. Hooker mengemukakan bahwa sifat akomodatif Islam mengakibatkan

terjadinya hubungan yang erat antara nilai-nilai Islam dengan hukum adat dalam

3Teer Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan R. Ng Surbakti Prespondo. Let. N. Vericin
Vahveve, Bandung 1990, him 47
* Soepomo, Bab-bab tentang hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, him 72
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kehidupan masyarakat Indonesia, terutama Jawa. Menurut Hooker tidak ada satu pun
sistem, baik hukum adat maupun hukum Islam yang saling menyisihkan. Keduanya
berlaku dan memiliki daya ikat sederajat yang pada akhirnya membentuk suatu pola khas
dalam kesadaran hukum masyarakat.® Namun, kesamaan derajat berlakunya dua sistem
hukum ini tidak selamanya berjalan dalam alur yang searah. Pada saat-saat tertentu,
dimungkinkan terjadinya konflik, seperti digambarkan dalam konflik hukum adat dengan
hukum Islam di Minangkabau atau konflik antara santri dan abangan di Jawa. °

Pada hakekatnya didaerah Propinsi Riau, adat istiadat yang berlaku adalah adat
melayu, namun dalam pertumbuhannya terdapat pula variasi-variasi adat yang ditandai
dengan adanya wilayah-wilayah adat. Kerajaan-kerajaan melayu yang terdapat di Riau
pada masa silam sejalan dengan perkembangan adat istiadat yang berlaku, warna warni
adat istiadat masyarakat.”

Secara umum adat melayu menganut garis keturunan (geneologis) secara Patrilineal
dari garis keturunan bapak tetapi variasi-variasinya menganut juga garis keturunan ibu
(matrilineal).® Kampar berada dalam lingkungan wilayah Hukum adat melayu Riau.
Kampar memiliki adat dan hukum adat sendiri dengan sistem kekerabatan matrilineal, dan
sebagian besar penduduk kampar adalah pemeluk agama islam. Sistem kekerabatan yang
matrilineal ini tentu akan mempengaruhi sistem pewarisan yang digunakan oleh

masyarakat kampar.

> Ibid, him. 83

°R. Otje Salman S, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Alumni, Bandung, 2002, him 83.

’ Tim Pengumpul data bidang Penelitian/Pengkajian dan Penulisan LAM Riau, Adat Istiadat Kampar,
Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, 1998, him ii.

8 Suwardi, dkk, Hukum Adat Melayu Riau, Alaf Riau dan LAM Riau, Pekanbaru, 2012, him 18.
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Untuk mengetahui sistem hukum waris adat masyarakat Kampar yang
menggunakan sistem kekerabatan matrilineal yang sebagian besar masyarakatnya adalah
pemeluk agama Islam perlu diadakan penelitian dengan cermat agar diketahui secara benar
tentang hukum waris adat masyarakat kampar, baik sistem pewarisan, ahli waris, obyek
waris serta waktu harta waris itu akan dibagi-bagikan, beserta permasalahan-permasalahan
dan cara penyelesaian yang digunakan.

Berdasarkan gambaran permasalahan diatas, hal ini mendorong penulis untuk
mengkajinya kedalam penelitian dengan judul “KAJIAN TENTANG HUKUM WARIS

ADAT MASYARAKAT KAMPAR RIAU.”

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Sebagian besar sumber hukum adat adalah tidak tertulis. Pada awalnya ia
merupakan asas-asas atau prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
adat untuk mengatur hubungan-hubungan antar anggota masyarakat dalam suatu pergaulan
hidup. Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-
kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan fungsionaris hukum (penegak hukum yang
berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum
dalam masyarakat. Demikian juga halnya sumber hukum adat Melayu Riau, yang pada
kenyataannya masih banyak yang belum diinventarisis serta dibukukan. Salah satunya
sistem Hukum Waris Adat Masyarakat Kampar. Oleh karena itu perlu dilakukan
penelitian tentang:

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem pewarisan pada masyarakat Kampar Riau
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2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pewarisan, serta

bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengetahui hasil dari
permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini agar menjadi jelas yang meliputi:
1. Pelaksanaan Sistem Pewarisan pada masyarakat, Kampar Riau
2. Hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian permasalahan

yang berkaitan dengan pewarisan pada masyarakat Kampar.

1.4 . KEGUNAAN PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan bahan atau referensi
tentang Sistem Pewarisan pada masyarakat kampar Riau terkait dengan mata Kuliah

Hukum Adat Melayu Riau yang selama ini pembahasan masih sangat terbatas.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hukum Adat

Pembangunan di bidang hukum Indonesia diarahkan kepada peningkatan dan
penyempunan pembinaan hukum nasional dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam
masyarakat, mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta
menempatkan supremasi hukum dalam tatanan bernegara dan bermasyarakat.

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam rangka
pembangunan hukum nasional yang menuju kearah peraturan perundang-undangan. Unsur-
unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu
dimasukkan ke dalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar
keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia.

Adat merupakan pencerminan dari kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah
satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena
itu, maka tiap bangsa didunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan
yang lainnya tidak sama.Justru karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan, bahwa
adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang
bersangkutan.

Didalam negara Republik Indonesia, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah, suku-
suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu ke-

Indonesiaannya. Oleh karena itu, maka adat bangsa Indonesia itu di katakan merupakan *

7
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Bhineka” (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya), “Tunggal Ika” (tetapi tetap satu
juga, yaitu dasar dan sifat ke Indonesiaannya.’

Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa,
masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia sejak ratusan tahun sebelum
kedatangan bangsa Belanda telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata
hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan Hukum Adat.™

Hukum Adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak
pernah mengenal Kodifikasi. Selain itu menurut Snouck Hurgronje, hukum adat pun
dijalankan sebagaimana adanya (taken for granted) tanpa mengenal bentuk-bentuk
pemisahan, seperti dikenal dalam wacana hukum barat bahwa individu merupakan etnis
yang terpisah dari masyarakat. Dengan kata lain bahwa hukum adat diliputi semangat
kekeluargaan, individu tunduk dan mengabdi pada dominasi aturan masyarakat secara
keseluruhan. Corak demikian mengindikasikan bahwa kepentingan masyarakat lebih utama
daripada kepentingan individu.™*

Untuk lebih mengetahui tentang hukum adat, berikut beberapa pengertian tentang
hukum adat yang diberikan oleh para sarjana hukum yang meliputi:*?

1. Prof. Dr. Supomo, SH

Dalam karangan beliau “Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat”

memberi pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis dalam peraturan

legislatif (unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak

% Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Bandung: PT Toko Gunung Agung, 1983,
him. 1

Y1bid, him. 7

! Ibid, him. 8

12 Hilman Hadikusuma, Pengantar Hukum Adat di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1992, him. 14
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ditetapkan oleh yang berwajib, tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan
atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan
hukum.

Dr. Soekanto

Dalam bukunya “Meninjau Hukum Adat Indonesia” mengartikan hukum adat
sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi
dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.

Mr. JHP. Bellefroid

Hukum adat sebagai peraturan hidup yang meski pun tidak diundangkan oleh
penguasa tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa
peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

Fungsionaris hukum dalam konsep Ter Haar meliputi kepala adat, para hakim,

rapat desa, wali tanah, pejabat agama, dan para pejabat desa yang memberikan keputusan

di dalam dan di luar sengketa yang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum

masyarakat, yang diterima dan dipatuhi karena sesuai dengan kesadaran hukum

masyarakat. Berdasarkan pernyataan Ter Haar dijelaskan bahwa untuk membedakan antara

adat dan hukum adat terletak pada ada atau tidaknya “dasar keputusan”. Jadi untuk

menentukan apakah suatu gejala itu termasuk Adat atau Hukum Adat perlu dilihat apakah

ada keputusan yang pernah atau telah diberikan oleh para pejabat pemegang kekuasaan

dan atau para warga masyarakat. Bila ada gejala tersebut adalah Hukum Adat, sebaliknya

bila tidak ada, sesuatu gejala itu bukan Hukum Adat.*®

13 |. Gede A.B Wiranata, Hukum Adat Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, him. 14-15
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Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni

kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum

(penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan

hukum dalam masyarakat Indonesia.

Dari berbagai pendapat diatas dapat diketahui bahwa hukum adat memiliki

beberapa unsur yang membentuknya yaitu:

1. Adat

Term adat berasal dari bahasa arab, yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau
kebiasaan. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah
terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Keberadaan adat

bukan ditentukan oleh manusia melainkan oleh Tuhan.

. Penegakan oleh fungsionaris hukum

Masyarakat hukum (rechts gemeenschap) mengenal prosedur penegakan hukum
olen para fungsionaris hukum yang dilakukan dengan cara mempertahankan
pedoman-pedoman atau ajaran-ajaran adat dalam proses pengambilan keputusan
atas suatu kasus, saat ini yang dimaksud fungsionaris hukum adalah para penegak

hukum negara, yang biasanya ditujukan pada aparat-aparat hukum.

. Sanksi adat

Setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketakseimbangan pada masyarakat.
Oleh karena itu setiap pelanggaran harus diberi sanksi adat yang berfungsi sebagai
sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan (obat adat). Salah satu
contoh sanksi adat yang diberikan oleh hakim terlihat dalam Putusan MA No.

772.K/ Pdt/ 1992, tertanggal 17 Juni 1993 tentang perbuatan melawan hukum adat

10
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Kefamenanu Kupang, yang menyatakan bahwa jika terbukti seorang laki-laki
menghamili seorang perempuan atas dasar suka sama suka, si laki-laki itu harus
mengawini perempuan tersebut. Sedangkan jika si laki-laki yang bersangkutan
tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, hakim dapat mengenakan sanksi adat
berupa:**
a) Naek nafani nesu, matan koten (tutup pintu muka belakang) berupa seekor
sapi yang berumur satu adik; dan atau,
b) Toeb tais hae manak (tutup malu, pemulihan nama baik perempuan) berupa
tiga ekor sapi masing-masing berumur satu adik; dan atau,
c) Fani keut hau besi lok uki (jaminan terhadap perempuan dan bayi yang
dikandungnya sementara di perapian) berupa dua ekor sapi masing-masing
berumur satu adik; dan atau,
d) Mae ma putu (tutup malu terhadap orang tua perempuan) berupa tiga ekor
sapi masing-masing berumur satu adik; dan atau,
e) Oe maputu ai malalan (pembayaran air susu ibu si-perempuan) berupa
delapan ekor sapi masing-masing berumur satu adik
4. Tidak tertulis
Materi-materi yang terkandung dalam hukum adat memiliki bentuk tidak tertulis.
Namun tidak berarti bahwa penulisan hukum tidak berlangsung. Tercatat bahwa
Majapahit pada masa Raja Hayam Wuruk telah memiliki sistem hukum modern
yang terdokumentasikan dalam Negara Kertagama, (monografi hukum adat pada

masa Majapabhit).

4 R. Otje Salman Soemadiningrat, Op cit, him. 17-18
11
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5. Mengandung unsur agama

6. Hukum adat mengandung unsur agama terutama Hindu dan Islam. Kedua agama
tersebut banyak mempengaruhi hukum adat karena terdapat satu persamaan yang
signifikan dan keduanya memiliki nilai sakral. Sehingga Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN) dalam seminar hukum nasional mendefinisikan bahwa “ hukum
adat adalah hukum tidak tertulis yang disana-sini mengandung unsur agama ”’
Sementara itu Soerojo Wignjodipoero menyatakan bahwa hukum adat memiliki 2

(dua) unsur yaitu:

1. Unsur kenyataan; bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu di indahkan oleh
masyarakat.

2. Unsur psikologis; bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat
dimaksud mempunyai kekuatan hukum.

Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (opinio yuris necessitatis)*

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Kekerabatan

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum
merupakan unifikasi hukum, sehingga sampai saat ini kewarisan diatur dengan aturan yang
beragam. Bentuk dan sistem pewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk dan sifat
kekeluargaan. Sebelum menguraikan perihal hukum waris adat di Indonesia, terlebih
dahulu harus mengetahui bentuk dan sifat kekeluargaan yang ada, yaitu; patrilineal,

matrilineal, atau parental. Dengan memperhatikan perbedaan dari ketiga sifat kekeluargaan

15 Soerojo Wignjodipoero, Op cit, him. 18
12
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yang ada, kiranya akan merupakan petunjuk kearah penelaahan dan pemahaman sistem
hukum warisnya.

Hukum waris adat mempunyai kaitan erat dengan hukum kekerabatan dan hukum
perkawinan. Pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh
hukum kekerabatan dan hukum perkawinannya.

Menurut Soerojo Wignjodipuro :

“ Bahwa hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat
kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada
harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu,
dalam membicarakan kewarisan harus dibahas pula tentang kekerabatan dan
Perkawinan masyarakat”.

Dalam masyarakat terutama pedesaan sistem keturunan dan kekerabatan adat masih
tetap dipertahankan dengan kuat. Hazairin mengatakan bahwa :

.....hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat

yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal,

matrilineal, parental atau bilateral.

Selanjutnya mengenai hubungan dan kaitan hukum kekerabatan dan hukum
kewarisan, Wirjono Prodjodikoro dalam hal ini mengemukakan pendapat yang pokoknya
dapat disimpulkan bahwa :

......... manusia di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan dan sifat
warisan yang dalam suatu masyarakat tertentu berhubung erat dengan sifat
kekeluargaan serta berpengaruh pada kekayaan dalam masyarakat itu. Sifat dari
kekeluargaan tertentu menentukan batas-batas,yang berada dalam tiga unsur dari soal
warisan yaitu peninggal warisan (erflater), ahli waris (erfgenaam) dan harta warisan

(natalatenschap). Maka dalam membicarakan hukum waris perlu diketahui
kekeluargaan masyarakatnya.
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Di Indonesia diberbagai daerah terdapat sifat kekeluargaan yang berbeda dan
dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan :

1. Sifat kebapakan (patriarchaat, faderrechfelijk)

2. Sifat ke-ibuan (matriarchaat moedrrechtelijk),

3. Sifat kebapak-ibuan (parental,ouderrechlijk).

Dalam hal sifat kekeluargaan tersebut Hilman Hadikusuma menyebutkannya
sebagai sistem keturunan, dia mengatakan bahwa di Indonesia sitem keturunan sudah
berlaku sejak dulu kala sebelum masuknya ajaran Hindu, Islam, dan Kristen. Sistem
keturunan yang berbeda-beda tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam tiga corak,yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik mulai garis bapak, dimana
kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam
pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara,dan
Irian Jaya).

2. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu,dimana
kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam
pewarisan (Minangkabau, Enggano dan Timor).

3. Sistem Parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis
orang tua atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan
wanita tidak dibedakan didalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa,

Kalimantan, dan Sulawesi).
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Soerojo Wignjodipuro mengemukakan pendapat yang sama seperti diatas,
kemudian menambahkan suatu masyarakat yang dalam pergaulan sehari-hari mengakui
keturunan patrilineal atau matrilineal saja, disebut unilateral, sedangkan yang mengakui
keturunan dari kedua belah pihak disebut bilateral .*°

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa di Indonesia pada prinsipnya
terdapat masyarakat yang susunannya berlandaskan pada 3 (tiga) macam garis
keturunan, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan bapak dan garis keturunan bapak-ibu.
Pada masyarakat yang menganut garis keturunan bapak—ibu hubungan anak dengan sanak
keluarga baik dari pihak bapak maupun pihak ibu sama eratnya dan hubungan hukum
terhadap kedua belah pihak berlaku sama. Hal ini berbeda dengan persekutuan yang
menganut garis keturunan bapak (Patrilineal) dan garis keturunan ibu (matrilineal),
hubungan anak dengan keluarga kedua belah pihak tidak sama eratnya, derajatnya dan
pentingnya.

Pada masyarakat yang matrilineal, hubungan kekeluargaan dengan pihak ibu jauh
lebih erat dan lebih penting, sedangkan pada masyarakat yang patrilineal, hubungan

dengan keluarga pihak bapak terlihat dekat/erat dan dianggap lebih penting dan lebih tinggi

derajatnya.

2.3 Teori-teori Hukum Adat
Penyelidikan Van Vollenhoven serta sarjana-sarjana lain membuktikan bahwa

wilayah hukum adat Indonesia tidak hanya terbatas pada wilayah Republik Indonesia, akan

18 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar............. Op.cit, him 132
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tetapi sampai pada kepulauan nusantara kita. Hukum adat Indonesia tidak hanya
bersemayam dalam perasaan hati nurani orang Indonesia, tetapi juga tersebar dan
memencar sampai di gugusan kepulauan Filipina dan Taiwan disebelah Utara. Dalam
wilayah yang sangat luas ini, hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai
peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia yang sama
bergaul didalam suatu masyarakat supaya dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya
yang mungkin atau telah mengancam.*’

Dimana ada masyarakat, disana ada hukum ( adat ), inilah suatu kenyataan umum
diseluruh dunia. Tidakkah Cicero lebih kurang 2000 tahun yang lalu telah mengikrarkan
dalam bahasanya, yaitu bahasa Latin, kata-kata yang tahan zaman; ““ ubi societas, ibi ius .
Hukum yang terdapat disetiap masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecilnya
masyarakat itu, menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat , tiap rakyat mempunyai
kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, sebagaimana diungkapkan Von
Savigny;

“ Bahwa hukum mengikuti Volkgeist dari masyarakat tempat hukum itu berlaku,

karena Volkgeist masing-masing masyarakat berlain-lainan. «*®

Mengingat hukum adat penuh dengan pengaruh akulturasi kebudayaan maupun
agama, sehingga menjadi penting untuk dikaji secara mendalam dan menyeluruh. Terdapat
banyak teori dan pendapat para sarjana tentang teori — teori tentang adanya persinggungan

atau pertautan antar hukum Islam dengan hukum adat, beberapa diantaranya

menggambarkan keutamaan hukum adat atas hukum Islam sedangkan sebagian lainnya

17 Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002, him. 41
' Ibid, him. 42
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justru menggambarkan sebaliknya bahwa hukum Islam lebih utama dari hukum adat.
Adapun teori-teori tersebut meliputi:
a. Teori Receptio in complexu

Teori ini diperkenalkan oleh C.F. Winter dan Salomon Keyzer ( 1823-1828 ), yang
kemudian diikuti oleh L.W.C. Van den Berg, seorang penasehat untuk bahasa-bahasa
Timur dan hukum Islam di Indonesia ( 1878-1887 ).*

Menurut teori ini, orang Islam di Jawa telah menerima masuknya hukum Islam
secara integral sehingga mengikat terhadap masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata
lain, hukum Islam mengikat bagi para penduduk asli yang beragam Islam. Sepanjang tidak
dibuktikan sebaliknya, hukum yang berlaku bagi golongan bumiputera tidaklah dibentuk
oleh hukum asli (inheems volkrecht) melainkan oleh hukum agamanya, karena dengan
masuknya seseorang kedalam suatu agama, ia menerima sepenuhnya dan tunduk pada
hukum — hukum agamanya yang bersangkutan.?

Jadi tegasnya menurut teori ini adalah bahwa kalau ada suatu masyarakat memeluk
agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama
yang di peluknya itu. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama itu, maka hal
ini dianggap “ in complexu gerecipieerd “ ( diterima dalam keseluruhan ).%*

Teori Van den Berg banyak mendapat kritikan dari para sarjana terkenal antara

lain:
e Prof. Snouck Hurgronje

e Mr. Van Ossenbruggen

1% Soepomo dan R. Djokosoetono, Sejarah Politik Hukum Adat, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1982, him. 82
20 H R. Otje Salman Soemadiningrat,......... op cit, him. 77
2! Soerojo Wignjodipoero, Pengantar.......op cit, him. 29
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e Mr. Van Vollenhoven
e Mr. Piepers
e Mr. W.B Bergsma
Van Vollenhoven menyatakan kritikannya sebagaimana dalam bukunya Het Adat-recht
van Ned-Indie mengungkapkan:?
“ Kalau ditanyakan apa sebabnya hukum agama merupakan dasar dari hukum adat,
Van den Berg menjawab selalu, bahwa dalam garis besar terdapat persamaan antara
hukum agama dan hukum adat misalnya, tentang lembaga-lembaga desa atau
mengenai transaksi-transaksi dengan bunga.
Hal ini menurut VVan den Berg hanya dapat diterangkan karena hal-hal itu dikutip dari
hukum agama atau karena peraturan Islam, misalnya tentang perjanjian-perjanjian
sudah meresap dalam kesadaran hukum rakyat. Vollenhoven mengakui, bahwa
didalam hukum adat banyak dipakai istilah-istilah yang berasal dari hukum Islam,
seperti; milik, adat, ijab/kabul, hibah , dan lainnya. Tetapi istilah ini sesungguhnya
hanya ditempelkan saja seperti halnya istilah Latin yang terdapat dalam hukum
Belanda. Nyatanya hukum adat itu terdiri atas hukum asli (Melayu — Polynesia)

ditambah disana-sini ketentuan-ketentuan hukum agama.”

b. Teori Receptie
Teori ini pertama kali diajukan oleh Snouck Hurgronje, yang diikuti oleh Van
Vollenhoven, sebagai kritik terhadap teori receptio in complexu. Teori ini menyatakan

bahwa:

22 |pid, him. 30
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“ Hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang
dianutnya adalah hukum adat, sedangkan hukum Islam meresepsi kedalam dan
berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat *.

Dengan demikian menurut teori Receptie berarti bahwa hukum Islam dan hukum
adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (
beroposisi ). Artinya, bahwa diantara hukum adat dan hukum Islam kadang-kadang terjadi
konflik kecuali untuk hukum Islam yang telah meresepsi kedalam hukum adat. Adapun
hukum Islam yang telah meresepsi diseluruh wilayah Indonesia adalah bidang-bidang
hukum perkawinan, terutama mengenai syarat- syarat sahnya perkawinan dan hukum
wakaf, serta hukum waris untuk beberapa wilayah tertentu.”®

Teori ini menjadi dasar pertimbangan untuk menentang pemberlakuan R.R
khususnya pasal 75 dan mendesak agar pemerintahan kolonial melakukan perubahan yang
mendasar terhadap ketentuan R.R. Teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh Ter Haar yang
mengajukan beberapa rekomendasi yaitu:**

e Hukum Waris Islam belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga hukum

Waris Islam tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam penerapannya;

e Pencabutan kewenangan mutlak Raad Agama dalam mengadili perkara-perkara
yang berkaitan dengan hukum waris, yang dialihkan kepada Land Raad;Struktur
birokrasi Raad Agama merupakan subordinasi atau berada dibawah pengawasan

Land Raad;

28 Mahadi, Uraian Singkat tentang Hukum Adat sejak RR tahun 1854, Bandung: Alumni, 1991, him. 21
* H.R. Otje Salman,......op cit, him. 80
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e Putusan yang dikeluarkan oleh Raad Agama harus mendapatkan penetapan
eksekusi ( Executoir Verklaring ) terlebih dahulu dari Ketua Land Raad agar
putusan tersebut dapat dieksekusi.

c. Teori Receptio a Contrario
Keberadaan teori Receptie mendapatkan kritikan pedas dari sekelompok ahli

hukum, mereka beranggapan bahwa teori ini lahir dari karya orang-orang yang anti Islam.
Diantara kritikus tersebut diantaranya adalah Hazairin.

Hazairin mengajukan teori Receptio a Contrario. Menurutnya teori Receptie adalah
suatu ciptaan pemerintah Belanda untuk merintangi kemajuan Islam di Indonesia, sehingga
bertentangan dengan Qur’an dan Iman Islam.”® Hukum adat adalah sesuatu yang berbeda
dan tidak dapat serta tidak boleh dicampur adukkan dengan hukum Islam sehingga
keduanya mesti tetap terpisah.

Hukum adat timbul semata-mata dari kepentingan hidup kemasyarakatan dan
dijalankan atas ketaatan anggota masyarakat itu atau apabila ada pertikaian dijalankan oleh
penguasa adat sebagai penguasa dan hakim pada pengadilan negeri.?® Sedangkan sengketa-
sengketa yang berada dalam ruang lingkup hukum Islam diselesaikan di peradilan agama
yang kedudukannya akan lebih baik jika berdiri langsung dibawah pengawasan Mahkamah
Agung tanpa adanya campur tangan pengadilan negeri dalam urusan eksekusi vonis-vonis

pengadilan agama.”’

2% Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum, Jakarta: Bina Aksara, 1981, him. 62
% |bid, hm. 64-65
?" 1bid, him. 66
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Dari uraiannya tersebut Hazairin sampai pada kesimpulan bahwa hukum adat baru
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.?
d. Teori Penetration Pasifique, Tolerante et Constructive
Teori ini lebih cenderung sebagai kajian antropologi budaya yang dikemukakan
pertama kali oleh De Josselin de Jong. De Jong melihat bahwa pengaruh Islam terlihat
dalam hidupnya suatu kepercayaan tertentu dan mewujud dalam Islam yang berdasarkan
atas kebudayaan masyarakat Indonesia. Dengan demikian muncullah “Islam Indonesia “.*°
Menurut teori ini bahwa Islam telah masuk ke Indonesia secara damai ( pasifique ),
toleran ( Tolerante ), dan konstruktif ( Constructive ), serta mengakar dalam kesadaran
penduduk Indonesia sehingga membawa pengaruh yang bersifat normatif dalam
kebudayaannya.*
e. Teori Sinkritisme
M.B. Hooker mengemukakan bahwa sifat akomodatif Islam mengakibatkan
terjadinya hubungan yang erat antara nilai-nilai Islam dengan hukum adat dalam
kehidupan masyarakat Indonesia, terutama Jawa. Eratnya hubungan tersebut menghasilkan
suatu sikap rukun, saling memberi dan menerima dalam bentuk tatanan baru yaitu
Sinkritisme. Sebagai seorang ahli hukum adat, Hooker lebih banyak berbicara tentang
konsep sistem adat ( adat system ), yang dikembangkan dari hasil konseptualisasi para

sarjana Belanda, yang dalam mendefinisikan hukum adat dilakukan penekanan pada

hubungan kekerabatan (kinship relati ), dan faktor-faktor teritorial (territorial factor).

%8 H.R. Otje Salman...., Rekonseptualisasi.......op cit, him. 81
2% Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1976, him. 53
%0 M. Yahya Harahap, Kedudukan Janda, Duda, dan Anak Angkat dalam Hukum Adat, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1993, him. 59
31 H.R. Otje Salman, rekonseptualisasi.....op cit, him. 82
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Menurut Hooker tidak ada satu pun sistem, baik hukum adat maupun hukum Islam
yang saling menyisihkan. Keduanya berlaku dan memiliki daya ikat sederajat yang pada

akhirnya membentuk suatu pola khas dalam kesadaran hukum masyarakat.*

2.4 Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat

Hukum Waris merupakan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang didalamnya
mengatur proses beralihnya hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang, baik
berupa barang-barang harta benda yang berwujud, maupun yang tidak berwujud pada
waktu wafatnya pewaris kepada orang lain yang masih hidup. Dalam kehidupan
masyarakat yang masih teguh memegang adat istiadat, peralihan hak dan kewajiban
tersebut dalam proses peralihannya dan kepada siapa dialihkan, serta kapan dan bagaimana
cara pengalihannya diatur berdasarkan hukum waris adat.

Ter Haar dalam “Beginselen en stelsel van het adat recht “ didalam buku Soerojo
Wignyodipoero menyatakan bahwa hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum
yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan dan terus berjalan tentang
penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatu generasi ke
generasi berikutnya. Selanjutnya Soerojo Wignyodipoero memperjelas bahwa hukum adat
waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang mareriil
maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat didserahkan kepada

keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. *

%2 1bid, him. 83
%% Soerojo Wignyodipoero, Op.cit, him 161
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Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang
bertalian dengan proses penerusan/ pengoperan dan peralihan/ perpindahan harta kekayaan
materil dan non materiil dari generasi ke generasi.

Menurut agama Islam ketentuan pewarisan dirumuskan dalam Alqur’an surah An-
nisa’ ayat 7 yang artinya;

“ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan

kerabatnya, dan bagi orang-orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta

peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian
yang telah ditetapkan.”
Berikut disampaikan pendapat para sarjana mengenai pengertian hukum waris adat,
meliputi:

e Soepomo; Hukum Waris adalah “......memuat peraturan-peraturan yang mengatur
proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang
tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia
(generatie) kepada keturunannya.

Proses ini telah dimulai dalam waktu orangtua masih hidup. Proses tersebut tidak

menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak

atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya
tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda
dan harta bukan benda tersebut.”

e Iman Sudiyat; Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan hukum
yang bertalian dengan proses penerusan/ pengoperan dan peralihan/ perpindahan

harta kekayaan materiil dan non-materiil dari generasi ke generasi.
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e Ter Haar; ... ” hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum mengenai cara
bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang
berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.”

e Wiryono Prodjodikoro; warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah
pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pad waktu
ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah walaupun terdapat beragam perumusan
tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sepakat bahwa hukum waris
merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta
kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum
merupakan unifikasi hukum, sehingga sampai saat ini kewarisan diatur dengan aturan yang
beragam. Bentuk dan sistem pewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk dan sifat
kekeluargaan. Sebelum menguraikan perihal hukum waris di Indonesia, terlebih dahulu
harus mengetahui bentuk dan sifat kekeluargaan yang ada, yaitu; patrilineal, matrilineal,
atau parental. Dengan memperhatikan perbedaan dari ketiga sifat kekeluargaan yang ada,
kiranya akan merupakan petunjuk kearah penelaahan dan pemahaman sistem hukum
warisnya.

a. Asas-asas Hukum Waris Adat

Asas-asas hukum waris adat adalah:*

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri.

2. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak.

** Hilman Hadukusuma, Op.cit, him 23
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3. Asas kerukunan dan kekeluargaan.
4. Asas musyawarah dan mufakat.
5. Asas keadilan dan parimirma.
Asas tersebut banyak terlihat dalam pewarisan dan penyelesaian terhadap sengketa
dalam pembagian warisan.
b. Sistem Pewarisan dan Ahli Waris menurut Hukum Adat
Hukum adat waris mengenal 3 (tiga) sistem kewarisan/ pewarisan, yaitu:*

a) Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para
ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya; Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-
lain.

b) Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menetukan bahwa para ahli waris
mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta
peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-
masing ahli waris, contohnya; harta pusaka di Minangkabau dan Tanah Dati di
Semenanjung Hitu-Ambon.

c) Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta
peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem ini ada 2 macam:

e Mayorat laki-laki; yaitu apabila anak laki-laki tertua/ sulung atau keturunan
laki-laki merupakan ahli waris tunggal si pewaris, misalnya di Lampung.

e Mayorat perempuan; yaitu apabila anak perempuan terua merupakan ahli
waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di

Sumatera Selatan.

%% Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Bandung: CV. Armico, 1985, him. 51
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c. Subyek Hukum dalam Hukum Waris Adat
Yang termasuk subyek hukum dalam hukum waris adat adalah:
1. Pewaris
Pewaris adalah orang yang mempunyai atau memiliki harta peninggalan (warisan)
selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Harta peninggalan akan diteruskan
penguasaan atau pemiliknya dalam keadaan tidak terbagi-bagi kepada para ahli warisnya
atau penerusnya.
Jenis-jenis pewaris adalah:
e Pewaris Laki-laki (Ayah)
Pewaris adalah pihak laki-laki, yaitu ayah atau pihak ayah (saudara-saudara laki-
laki dari ayah). Hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis
keturunan laki-laki (masyarakat patrilineal), sebagaimana  berlaku di Batak, Balli,
Lampung, NTT, Maluku dan lain-lain.
Pewaris laki-laki (ayah) di bedakan menjadi:
- Pewaris Pusaka Tinggi
Pewaris laki-laki meninggal dunia meninggalkan hak-hak penguasaan atas harta
pusaka tinggi, yaitu harta warisan dari beberapa generasi ke atas, atau disebut juga
harta nenek moyang. Dapat dibedakan juga menjadi:
= Pewaris mayorat laki-laki, Berlaku di kalangan masyarakat adat Lampung
Pepadun, yaitu penguasa tunggal atas semua harta pusaka tinggi.
= Pewaris kolektif laki-laki, Berlaku di kalangan masyarakat adat Batak, Bali,

NTT, Maluku, yaitu penguasa bersama atas semua harta pusaka tinggi, yang
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dipimpin oleh pewaris sulung (tertua), pewaris bungsu (termuda) atau salah
satu dari pewaris yang cakap.
- Pewaris Pusaka Rendah
Pewaris laki-laki meninggal dunia meninggalkan penguasaan atas harta bersama
yang dapat dibagi-bagi oleh para ahli waris.
Pewaris Perempuan (1bu)
Pewaris adalah pihak perempuan, yaitu 1bu, hal ini terjadi pada masyarakat garis
keturunan. perempuan (masyarakat matrilineal). Pewaris perempuan dalam
menguasai dan mengelola harta pusaka didampingi oleh saudara lelakinya di
Minangkabau dengan didampingi oleh mamak kepala waris.
Pewaris Orang Tua (Ayah dan Ibu)
Pewaris adalah pihak laki-laki dan perempuan bersama, yaitu ayah dan ibu. Hal. ini
terjadi pada masyarakat yang mepertahankan garis keturunan orang tua (masyarakat
parental). Harta warisan sudah merupakan harta bersama. Sebagai harta
pencaharian suami dan. istri, maka harta warisan itu bebas dari pengaruh hubungan

kekerabatan.

. Ahli waris

Ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan,

yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima

penerusan harta warisan, baik berupa. barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud

benda, seperti kedudukan (jabatan) dan tanggung jawab adat, menurut susunan

kemasyarakatan dan tata tertib adat yang bersangkutan. Selain itu, tidak terlepas dari
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pengaruh susunan kekerabatan yang patrilineal, matrilineal atau parental; sistem
perkawinan yang berbentuk dengan pembayaran uang jujur (matrilokal) atau perkawinan
mandiri; sistem pewarisan yang individual, kolektif atau mayorat; jenis dan macam dari
harta warisan; letak tempat harta warisan itu berada, serta kedudukan dari para ahli waris
itu sendiri.
Menurut Bushar Muhammad, keturunan dapat bersifat: *
e Lurus;
Apabila orang seorang merupakan keturunan langsung dari yang lain, misalnya
antara bapak dan anak; antara kakek, bapak dan anak. Disebut lurus ke bawah kalau
rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan disebut lurus ke atas
kalau. rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek.
e Menyimpang atau bercabang;
Apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur,
misalnya bapak Ibunya sama (saudara sekandung), atau. sekakek nenek dan lain
sebagainya.
Selain keturunan dapat bersifat lurus atau menyimpang, keturunan ada tingkatan
atau derajat, misalnya seorang anak merupakan keturunan tingkat satu dari bapaknya, cucu

merupakan keturunan tingkat dua dari kakeknya, dan sebagainya.

% Bushar Muhammad, Op.cit, him 4
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Berikut ini adalah para ahli waris di dalam masyarakat patrilineal, matrilineal, dan

parental-bilateral:

Ahli waris dalam masyarakat patrilineal:

Ahli warisnya adalah anak-anak laki-laki, sedangkan anak-anak perempuan bukan

ahli waris. Perempuan dimungkinkan menjadi ahli waris, karena ia sebagai janda dari

almarhum pewaris yang menggunakan hak pakainya atas harta peninggalan suami.

Ahli waris pada sistem kekerabatan patrilineal :

= Anak laki-laki sulung

Pada suku Batak, anak laki-laki sulung menguasai harta peninggalan yang tidak
terbagi-bagi yang diurus bersama anggota keluarga seketurunan ayahnya. Jika anak
sulung tidak bersedia mengurusnya, yang berkewajiban mengurusnya adalah anak
laki-laki bungsu.

Anak laki-laki bukan sulung dan anak laki-laki bungsu.

Anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah dari orang tuanya, baik menurut
adat maupun menurut agama yang dianut masyarakat setempat.

Anak perempuan

Pada masyarakat patrilineal anak perempuan bukan ahli waris, kecuali menurut
hukum adat setempat dibolehkan anak perempuan sebagai pengganti kedudukan
anak laki-laki karena keluarga yang bersangkutan tidak mempunyai keturunan anak
laki-laki. Anak perempuan bisa mendapat bagian dari warisan ayahnya. Pada saat ia
menikah, ia diberi harta bawaan, yang berupa perhiasan atau tanah.

Anhli waris dengan hibah wasiat
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Seseorang yang tidak berhak mewaris, ada kemungkinan untuk mendapatkan harta
warisan karena pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika
masih hidup. Di lingkungan masyarakat patrilineal, hal ini dapat terjadi terhadap
istri dan anaknya yang keturunannya rendah, anak angkat dan anak akuan.

Janda

Pada masyarakat adat patrilineal dengan melakukan perkawinan jujur, istri/janda
yang ditinggal suaminya meninggal dunia, bukan ahli waris dari almarhum
suaminya. Tetapi, selama janda mematuhi peraturan adat di pihak keluarga
suaminya, ia berhak mengurus, memelihara, mengusahakan dan menikmati harta
warisan suaminya untuk keperluan hidupnya dan anak-anak dari almarhum
suaminya, dan kemudian harta warisan tersebut akan diteruskan/dialihkan kepada
anak lakinya. Bila anak-anaknya belum dewasa, pengurusan harta warisan tersebut
dilakukan, janda didampingi oleh saudara tertua dari almarhum suaminya atau

penggantinya yang masih hidup.

Ahli waris dalam masyarakat matrilineal

Ahli waris masyarakat matrilineal adalah anak-anak perempuan, sedangkan anak-

anak laki-laki bukan ahli waris. Ahli waris perempuan menguasai dan mengatur harta

warisan tetapi dibantu saudara laki-lakinya.

Anak perempuan sulung
Anak perempuan sulung berkedudukan sebagai "tunggu tubang” (penunggu harta)
dari semua warisan orang tuanya, yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan

pemilikannya kepada ahli waris anak perempuan yang lain. Di dalam menguasai
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dan mengatur harta warisan ini, la dibantu saudara laki-lakinya yang tertua yang
disebut "payung jurai* (pelindung keturunan).

Anak perempuan yang bukan sulung

Para ahli waris perempuan menganut sistem pewarisan Kkolektif yang bertalian
dengan darah dan berhak atas pengelolaan harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan
pemilikannya, boleh mengusahakan, menggunakan dan menikmati harta pusaka,
seperti tanah sawah pusaka atau rumah gadang, dibawah pengawasan "mamak
kepala waris"

Anak laki-laki

Anak laki-laki bisa sebagai ahli waris, apabila dalam keluarga tersebut tidak
mempunyai anak perempuan, Jadi, kedudukannya sebagai ahli waris pengganti

dengan melaksanakan perkawinan ambil perempuan.

Ahli waris dalam masyarakat parental

Dalam ahli waris masyarakat parental, kedudukan anak laki-laki dan anak

perempuan adalah sama dan mendapat bagian warisan dari orang tuanya sama rata, baik

harta warisan pusaka keturunan, harta bawaan ayah atau ibunya, ataupun harta pencaharian

orang tua mereka. Harta warisan tersebut terbagi-bagi penguasaan dan pemiliknya dalam

sistem pewarisan individual. Sistem pewarisan parental ini, dianut oleh masyarakat adat

Aceh, Melayu, Sumatera selatan, Pulau Jawa dan Madura, Kalimantan dan Sulawesi.

3. Harta Warisan

Hukum waris memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan

peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli
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warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris
masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

Harta warisan adalah : Harta kekayaan yang akan diteruskan oleh pewaris ketika ia
masih hidup atau setelah meninggal dunia, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris
menurut sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang
bersangkutan.

Menurut Wirjono pengertian “Warisan” ialah, bahwa warisan adalah soal apakah
dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang
pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. *’

Jadi warisan menurut Wirjono adalah : cara menyelesaikan hubungan hukum dalam
masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang
manusia. Karena manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan
diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya sedangkan cara
menyelesaikan itu sebagai akibat dari kematian seorang. Selain itu, ada yang mengartikan
warisan itu adalah bendanya dan penyelesaian harta benda seseorang kepada warisnya

dapat dilaksanakan sebelum ia wafat.

Jenis-jenis Harta Warisan
1. Kedudukan/jabatan adat;
Pada masyarakat patrilineal warisan kedudukan/jabatan adat dipegang oleh anak
laki-laki sulung (tertua), kecuali apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki,

kedudukan kepala adat diwarisi oleh penggantinya dari keturunan kedua.

37 Wirjono Projodikoro, HukumWarisan di Indonesia, Bandung: Sumur, 1976, him. 6
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Warisan kedudukan/jabatan adat adalah hak-hak dan kewajiban sebagai anggota

dewan tua-tua adat yang mempertahankan tata tertib adat, mengatur acara dan

upacara adat, penggunaan alat-alat perlengkapan dan bangunan adat; hak-hak dan

kewajiban sebagai pemimpin kesatuan anggota kerabat seketurunannya.

Harta Pusaka

Dapat dibedakan menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, bila

diukur/dilihat dari asal usul harta tersebut,

= Harta Pusaka Tinggi, Semua harta berwujud benda, benda tidak bergerak
seperti alat perlengkapan pakaian adat dan perhiasan adat, alat senjata, alat-alat
pertanian, perikanan, peternakan, jimat dan yang tidak berwujud benda seperti
ilmu-ilmu gaib, amanat atau pesan tidak tertulis, semuanya berasal dari
beberapa generasi menurut garis keturunan ke atas, dan zaman nenek moyang
dan paling rendah dan zaman buyut / canggah.

= Harta Pusaka Rendah, Semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang
berasal dari mata pencaharian jerih payah kakek/nenek atau ayah Abu, dan
kebanyakan juga di kampung halaman atau sudah di luar kampung halaman
yang sudah jauh atau di perantauan.

= Harta Bawaan, Harta warisan yang berasal dari bawaan suami atau bawaan istri
berupa barang tidak bergerak atau bergerak, berasal dari harta pusaka atau
warisan dari orang tua atau kerabat suami atau istri, bisa dari pemberian atau
hibah dari kerabat atau berupa hibah wasiat, termasuk hak-hak pakai dan
hutang piutang lainnya yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri ke

dalam perkawinan.
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= Harta pencaharian, Harta warisan yang berasal dari hasil suami dan istri secara
bersama selama dalam ikatan perkawinan. Yang termasuk dalam harta
pencaharian yaitu, hasil bekerja sama dalam pertanian, hasil kerja sama
berdagang atau suami istri juga karyawan.
Proses pembagian warisan dapat dilaksanakan pada saat;*
a) Sebelum pewaris meninggal dunia (masih hidup)
= Cara penerusan atau pengalihan
Pewaris masih hidup atau penerusan kedudukan atau jabatan adat, hak dan
kewajiban harta kekayaan kepada ahli warisnya. Cara ini biasanya berlangsung
menurut hukum adat setempat. Misalnya, terhadap kedudukan, hak dan kewajiban
dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi kepada anak laki-laki sulung atau
bungsu di Tanah Batak. Ada pula pemberian harta kekayaan tertentu sebagai bekal
kekayaan untuk kelanjutan yang diberikan oleh pewaris kepada anak-anaknya pada
saat anaknya akan kawin dan mendirikan rumah tangga baru, di Batak disebut
Manjae. Pemberian itu dapat berbentuk rumah, tanah, sawah, dan perhiasan. Di
Batak biasanya untuk anak laki-laki diberikan bekal rumah atau tanah, dan untuk
anak perempuan diberikan bekal perhiasan.
= Cara penunjukan
Pewaris menunjuk ahli warisnya atas hak dan kewajiban atas harta tertentu,
Perpindahan penguasaan dan pemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada
ahli warisnya pada saat si pewaris sudah meninggal dunia.

= Pesan atau wasiat

*8 Hilman Hadikusuma, Op cit, him. 95-105
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b)

Pesan atau wasiat ini disampaikan atau dituliskan pada saat pewaris masih hidup
akan tetapi dalam keadaan sakit parah. Biasanya diucapkan atau dituliskan dengan
terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua
desa.

Setelah pewaris meninggal dunia

Setelah si pewaris meninggal dunia, harta warisannya diteruskan kepada ahli
warisnya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi. Bila harta warisan
diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, perlu ditentukan harta warisan
tersebut berada dalam penguasaan, sebagai berikut:

Penguasaan Janda

Jika pewaris meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak, harta warisan
bersama suami dan istri yang didapat sebagai hasil pencaharian bersama selama
perkawinan mereka dapat dikuasai oleh janda almarhum, untuk kepentingan
kelanjutan hidup janda dan anak-anak yang ditinggalkan.

Penguasaan anak

Jika anak-anak sudah dewasa dan berumah tangga, harta warisan yang diteruskan
dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut dikuasai dan diatur oleh salah satu dari
anak-anak tersebut yang dianggap cukup cakap dalam mengurus dan mengatur
harta warisan tersebut.

Penguasaan anggota keluarga

Penguasaan atas harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi

tersebut diberikan kepada orang tua pewaris. Bila sudah tidak ada lagi, akan
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dikuasai oleh saudara-saudara pewaris yang seketurunan atau dari kerabatnya yang

paling dekat.

Berikut ini akan dijelaskan hukum adat waris yang berlaku pada masing-masing
sistem kekerabatan/ kekeluargaan:

(1). Hukum adat waris Patrilineal;*

Dalam masyarakat patrilineal hanya lah anak laki-laki yang menjadi ahli waris,
karena anak perempuan diluar dari golongan patrilinealnya semula setelah mereka itu
kawin. Terdapat beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem hukum adat
waris masyarakat patrilineal sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta
peninggalan pewaris, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewarisi, hal ini
didasarkan pada faktor yaitu:

¢ Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki.

e Dalam rumah tangga, isteri bukan kepala keluarga.

e Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orangtua (ayahnya) sebab ia masuk
anggota keluarga suaminya.

e Apabila terjadi perceraian suami-isteri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi
tanggung jawab ayahnya.

Dalam sistem hukum adat waris di patrilineal, ahli waris atau para ahli waris terdiri dari:

e Anak laki-laki; yaitu semua anak laki-laki yang sah yang berhak mewarisi seluruh
harta kekayaan baik harta pencarian maupun harta pusaka.

e Anak angkat; dalam masyarakat Karo, anak angkat memiliki hak yang sama dengan

anak sah yang memiliki hak mewarisi tetapi terbatas pada harta pencarian atau

% Hazairin,.......... Op cit, him. 52-59
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harta bersama orangtua, sedangkan untuk harta pusaka anak angkat tidak berhak
mewarisi.

e Ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung si-pewaris; dengan catatan, hanya

apabila ahli waris baik anak sah atau anak angkat tidak ada.

e Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu; catatan, apabila anak sah/ anak
angkat, ayah ibu serta saudara sekandung tidak ada.
e Persekutuan adat; catatan, apabila para tingkatan ahli waris diatas tidak ada, maka
seluruh harta kekayaan kembali ke persekutuan adat.
(2). Hukum adat waris Matrilineal;*

Menguraikan sistem hukum adat waris tidak terlepas dalam suatu masyarakat
tertentu, kiranya tidak terlepas dari sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat
yang bersangkutan. Dalam masyarakat yang sistem kekeluargaan nya menganut model
Matrilineal seperti halnya di masyarakat Minangkabau. Sistem kewarisan di Minangkabau
merupakan masalah yang aktual dalam pembahasan, hal ini dikarenakan ke khasannya dan
keunikannya dibanding dengan sistem hukum waris adat daerah lain di Indonesia.

Dalam sistem ini maka semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari
ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi yang merupakan harta turun-temurun dari
beberapa generasi, maupun harta pusaka rendah yang merupakan harta turun dari satu
generasi seperti harta pencarian yang diperoleh melalui pembelian atau taruko akan jatuh

kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah jika pemilik harta itu meninggal dunia.

“0' Ibid, him. 60-67
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Ada anggapan sebagian orang yang menyatakan bahwa hukum waris adat
Minangkabau bertentangan dengan ajaran Islam (Hukum Faraid) yang dianut mayoritas
warga Minangkabau.

Namun apabila diteliti lebih lanjut hukum waris yang didasarkan kepada
kemenakan di Minangkabau tidak melanggar Hukum Faraid, sebab didalam masyarakat
Minangkabau tidak terdapat gezin dalam satu kesatuan unit yang terdiri dari aah, ibu, dan
anak-anak, melainkan hanya dikenal kaum yaitu kesatuan unit yang lebih besar dari gezin.

Di Minangkabau pada umumnya sebagian besar masyarakat masih berkaum,
berkeluarga, berkampung, dan bersuku. Sedangkan gezin, famili itu relatif sedikit sebab
meskipun ada gezin, si ayah tetap menjadi anggota kaumnya, demikian pula si ibu masih
tetap menjadi anggota keluarganya sehingga dalam masyarakat Minangkabau kita tidak
dapat menemukan anak yatim-piatu atau juga orang jompo yang tidak punya usaha, atau
pencarian sebab sistem kekeluargaan itulah membentuk demikian.

Adapun yang menjadi dasar hukum waris kemenakan di Minangkabau bermula dari
pepatah adat Minangkabau, yaitu pusaka itu dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun
ke kemenakan, pusaka itu dapat berupa gelar pusaka atau harta pusaka. Harta kaum dalam
masyarakat Minangkabau yang akan diwariskan terdiri atas:

e Harta pusaka tinggi; harta turun-temurun dari beberapa generasi, baik berupa
tembilang basi yakni harta tua yang diwarisi turun-temurun dari mamak ke
kemenakan, maupun tembilang perak harta yang diperoleh dari hasil harta tua.

e Harta pusaka rendah; harta yang turun dari satu generasi.

e Harta pencarian; harta yang diperoleh melalui pembelian atau taruko.

38

Repository University Of Riau

FPERPUSTRKRARAND UNIVERSITHS RIRAU

http://repository.unri,.ac.id/



@

e Harta suarang; seluruh harta benda yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami
isteri selama perkawinan.

Sementara dalam hukum adat waris Minangkabau, ahli waris dibedakan atas;

(@) Waris bertali darah; yaitu ahli waris kandung atau sedarah yang terdiri atas waris
satampuk, waris sajangka, dan waris saheto, tiga turutan waris ini berlaku bergiliran, jadi
apabila ahli waris sedarah yang satampuk masih ada yang tingkatan lain belum berhak
mewarisi.

(b). Waris bertali adat; yaitu waris yang sesama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak
warisnya bila tidak ada lagi ahli waris sedarah.

(3). Hukum Adat waris Parental;

Berbeda dengan dua sistem kekeluargaan sebelumnya, yaitu Matrilineal dan
Patrilineal, sistem kekeluargaan Parental memiliki ciri khas tersendiri yaitu bahwa yang
merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan, mereka mempunyai
hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya sehingga dalam proses pengalihan/
pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan
anak perempuan mempunyai hak diperlakukan sama.

Dalam sistem parental harta waris meliputi:

e Harta asal; yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang yang diperolehnya sebelum
maupun selama perkawinan dengan cara pewarisan, hibah, hadiah, atau turun
temurun. Harta asal dapat berubah wujud, (misalnya; dari sebidang tanah menjadi
rumah). Perubahan wujud ini tidak menghilangkan harta asal. Apabila sebidang
tanah sebagai harta asal dijual dan kemudian dibelikan rumah, rumah yang dibeli

dari uang hasil penjualan harta asal akan tetap sebagai harta asal, yaitu rumah.
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e Harta bersama; atau gono-gini.

Sedangkan yang menjadi ahli waris dalam sistem parental adalah:

e Ahli waris sedarah dan tidak sedarah; ahli waris sedarah meliputi; anak kandung,
orangtua, saudara, dan cucu. Sedangkan ahli waris yang tidak sedarah meliputi;
anak angkat, janda/ duda

e Kepunahan atau nunggul pinang; ada kemungkinan seorang pewaris tidak
mempunyai ahli waris (punah) atau lazim disebut nunggul pinang. Apabila hal ini
terjadi maka harta akan jatuh/ diserahkan kepada DESA, selanjutnya DESA akan
menentukan pemanfaatan atau pembagian harta tersebut.

Diatas telah diuraikan orang yang berhak sebagai ahli waris terhadap harta
peninggalan pewaris. Terhadap kedudukan ahli waris ini juga terdapat alasan yang
menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi dari harta peninggalan pewaris, alasan
itu meliputi:

e Ahli waris atau para ahli waris membunuh pewaris (terdapat pada masyarakat
Banjar, Ciamis, Cikoneng, Cileungsi, dan Cianjur)

e Ahli waris atau pewaris berpindah agama (Cisarua, Leuwi Liang, Cileungsi, Banjar,

Ciamis, Cianjur).
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian adalah Masyarakat Adat Kampar, Ketua masyarakat Adat
Kampar, Pengurus Lembaga Adat Masyarakat Kampar, sedangkan waktu penelitian adalah

selama 6 (enam) bulan.

3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah yuridis sosiologis (penelitian hukum
empiris) yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya
dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat (Bambang Sunggono 1996:43).
Sumber Data yang digunakan adalah:
1) Data Primer
Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang
dilakukan oleh peneliti ke lapangan
2) Data Sekunder
Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan,
buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang relevan dengan
penelitian yang akan dilakukan.

3) Data Tertier
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Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa
Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia.
3.3 Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus menjadi sampel penelitian. Sampel
dalam penelitian ini adalah masyarakat Kampar, Pemuka masyarakat Adat Kampar,

Pengurus Lembaga Adat Kampar yang terkait dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dilakukan dengan cara wawancara terstruktur, membuat daftar-daftar pertanyaan
yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, dan dengan
menggunakan pedoman wawancara tertutup dan terbuka, responden memilih
jawaban sesuai dengan pilihannya, di samping dengan ada jawaban pertanyaan
yang belum di tentukan.

b. Studi Kepustakaan

Merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan
menggunakan content analysis berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang

memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3.5 Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan
uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan

kenyataan yang ada di lapangan.
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3.6 JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN
Jadwal pelaksanaan Kegiatan penelitian akan dilakukan selama enam bulan efektif,
dan secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

BULAN KE
KEGIATAN

Juni | Juli. | Agust | Sept | Okt | Nov.

Persiapan bahan-bahan penelitian | X

Pelaksanaan penelitian/ terjun X X X

kelapangan

Analisis data X X
Pembuatan laporan dan seminar X X

3.7 ORGANISASI PELAKSANA

Nama Lengkap dan Gelar - Ulfia Hasanah,S.H., M.Kn.,

Pangkat/Golongan dan NIP : Penata Muda TK I/ 111 b/198310242009122003
Jabatan Fungsional . Asisten Ahli

Jabatan Struktural : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Univ. Riau
Fakultas : Hukum

Bidang keahlian : Hukum Perdata Ekonomi

Waktu untuk penelitian : 6 bulan

Il. a. Nama Lengkap dan Gelar : Angga Pratama Devyatno

b. Nim 10909113577
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3.8 PERKIRAAN BIAYA PENELITIAN

Tabel 1.2 Rekapitulasi Anggaran Biaya

c. Fakultas
d.Bidang keahlian

e. Waktu untuk penelitian

: Hukum Perdata

Uraian Jumlah

Gaji dan Upah/Honorarium Rp. 1.300.000,-
Operasional dan ATK Rp. 1.700.000,-
Penginapan dan Perjalanan Rp. 1.000.000,-
Pertemuan/Lokakarya Rp. 1.100.000,-
Laporan/Publikasi Penelitian Rp. 900.000,-
Jumlah Biaya Rp. 6.000.000,-
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Kampar Riau
A. Tinjauan Historis Adat Kampar ( Andiko Nan 44 )

Sejarah adat dalam Andiko Nan 44 yang sekarang menyatu dalam wadah Lembaga
Kerapatan Adat Tigo Kabung Air (LKATIKA) daerah Kampar dengan batas :

Singo Sipisak hanyuik, singgo sialang sipinang tunggal, singgo air berlembakan,

bapantau basilimang pitulu simali-mali, 40 tapung jo kampar, 4 di kapur sembilan,

sorang duduk dipintu rayo limo selo nan di rokan.**

Batas diatas adalah daerah batas kabupaten kampar sekarang hanya termasuk
Propinsi Sumatera Barat kecamatan Pangkalan Baru dan kecamatan Kapur Sembilan di
Barat, di Timur termasuk kabupaten Kuantan Singingi, dengan jumlah Pucuk Adat
sebanyak 44 orang Pucuk Andiko yang terinci dalam sembilan negeri antara lain :*

a. Negeri X1l Kota Kampar dengan 18 Pucuk Andiko
b. Negeri 5 Koto dengan 5 Pucuk Andiko
c. Negeri 5 Selo Rokan dengan 5 Pucuk Andiko

d. Negeri Tapung dengan 4 Pucuk Bandaro

* Bidang Penelitian/ Pengkajian dan Penulisan LAM Riau, Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau
Kabupaten/ Kota Se-Prrovinsi Riau, Pekanbaru: LAM Riau dan UNRI Press, 2006, him. 133

2 | bid
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e. Negeri-negeri Muaro Soko dengan 1 Pucuk Bandaro (Buluh Nipis/Teluk Patal,
Buluh Cina, Lubuk Siam, Pangkalan Baru, Teratak Buluh), Bunut Kuala Kampar,
Langgam, Pangkalan Kuras adalah bagian Kampar Hilir

f.  Negeri Kampar Kiri dengan 5 Kholifah/Pucuk

g. Negeri Singingi Kampar Kuantan dengan 1 Pucuk Andiko

h. Negeri 6 Koto Bungo Setangkai dengan 6 Pucuk Andiko

I.  Negri Kapur Sembilan dengan 4 Pucuk Andiko.

Keseluruhannya berjumlah 44 Pucuk Andiko.

Pucuk Andiko Nan 44 berada dirumpun adat yaitu di Muara Takus dengan
pucuknya Datuk Maharajo Dibalai. Sejarah peninggalan budaya masa lalu dibuktikan
dengan kebesaran seni dan arsitektur bangunan Candi Muara Takus dan konon situs
lainnya berada disekitar Muara Takus.

Suku Keibuan Matrilineal, dalam hal ini mengingatkan kita pada tahun 1347
Masehi. Datuk Perpatih Nan Sabatang, suku keibuan, kehidupan demokrasi ditengah-
tengah kaum adat dengan jenjang dan jalur yang dituruti dari kemenakan ke mamak, dari
mamak ke penghulu, dari penghulu ke mufakat, alur mufakat menurut kebenaran,
kebenaran harus menurut alur yang patut. Jenjang yang menjadi alur ini berbeda dengan
paham dan aliran Datuk Ketemanggungan, yang pemerintahannya beraja-raja, silsilah
pelimpahan wewenang berikutnya diserahkan kepada anak atau beberapa putera dan
pangeran yang dianggap mampu yang sewaktu beberapa ayahandanya mangkat lalu
digantikan oleh sang pangeran Aditiawarman adalah Raja Kerajaan Pagaruyung tahun

1347 Masehi, adalah beribukan seorang Melayu Riau bernama Siompu, yang dipersunting
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oleh seorang Menteri dari Kerajaan Majapahit, yang kemudiannya dijadikan menantu oleh

Datuk Ketemanggungan. Masa itu negeri ini dibagi 2 (dua) yaitu;*?

1. Minangkabau bagian Barat terdiri dari Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, Luhak Lima

Puluh Koto

2. Minangkabau bagian Timur dan Pesisir dengan 2 bentuk pemerintahan:

2.1.

2.2.

Pemerintah Andiko Nan 44, yang bersuku keibuan dengan rumpun adat dan
pemerintahannya di Muara Takus, sebagian negeri-negeri sungai Kampar, Kuantan
Sengingi, sungai Kampar Kanan, Kampar Kiri, hulu sungai Siak Sri Indrapura,
sungai Tapung Kiri, Tapung Kanan, sungai Rokan Kanan dan Rokan Kiri, sungai
Mahat, sungai Kapur Sembilan, dan sungai Setingkai. Sedangkan di Hilir-hilir atau
di Kuala Sungai Kampar, sungai Rokan, sungai Siak Sri Indrapura, sungai
Kuantan sebagiannya ada suku kebapakan/ Patrilineal(Ketemanggungan), dan ada
pula suku keibuan/ Matrilineal (Perpatih Nan Sabatang).

Pemerintahan yang beraja-raja yang memakai paham Datuk Ketemanggungan,
yang sebagian besar terdapat dipesisir pantai kepulauan dan semenanjung dengan
suku kebapakan/ Patrilineal yang terkenal dengan orang Melayu, namun orang-
orang suku keibuan aliran Datuk Perpatih Nan Sabatang tidaklah salah kalau

disebut juga dengan orang Melayu.

Aliran-aliran didaerah Kampar dapat dijumpai di:**

a. Kerajaan Pelalawan meliputi daerah: (suku kabapakan)

e Bunut

3 Ibid, him. 134

* Ibid, him. 135
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Langgam
Pangklan Kuras
Kuala Kampar
Bagian Pantai
Tepi Sungai

Kuala

b. Suku Keibuan/ Ninik Mamak, adalah:

Datuk Monti Rajo, di daerah Pangkalan Kuras

Datuk Penghulu Besar, di negeri Langgam

Datuk Marajo, di daerah Kuala Kampar

Batin-batin/ Kepala Adat dan Antan-Antan seperti; Batin Pematan di Sorek,
Bati Tuo di Pangkalan Lesung, Batin Hitam di Genduang, Batin Muncak
Rantau di Lubuk Kembang Bungo, Batin Putih di Air Hitam. Batin-batin
ini dilengkapi dengan Pemayung Batin/ Temu paying, Antan, dan Panglima,

serta Siompu.

c. Yang bersuku Keibuan dan Beraja-raja/Kebapakan yaitu:

1.

2.

Bekas Kerajaan Rokan IV Koto
Kerajaan Rambah

Kerajaan Kuanto Darussalam
Kerajaan Tambusai

Kerajaan Kepenuhan
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Sementara itu bekas kerajaan Gunung Sahilan, dimana raja dan rakyatnya bersuku
keibuan, sedangkan kerajaan yang dibawahnya tetap berpegang pada suku atau aliran
kebapakan, yaitu:*

1. Bekas Kerajaan Pelalawan
2. Bekas Kerajaan Inderagiri
3. Bekas Kerajaan Riau Lingga

4. Bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura

B. Adat Tali Berpilin Tiga®

Keutuhan tali berpilin tiga atau tungku tigo sajarangan adalah istilah adat
masyarakat Minangkabau baik Adat Sumatera Barat maupun Kampar, and beberapa daerah
di Inderagiri Hulu. Maksudnya adalah tiga pimpinan formal dan informal yang menyatu,
terpadu kemitraannya dalam melancarkan kebijaksanaan menuju keutuhan bersama. Hal
ini kelihatan pada kopiah atau daster penghulu dan ninik mamak di daerah Kampar.

Ketiga unsur itu adalah:

1. Pemuka Adat; Penghulu atau Ninik Mamak, Monti Dubalang, Malin, Siempu,
Pemuda dan cerdik pandai, cendikiawan, yang disebut Kapak Gadai.

2. Alim Ulama; Khalid negeri, Imam, Bilal, Khatib, Siak Mesjid, yang berperan
memelihara ketentuan hokum syara’ dengan sendi adat besendikan syara’, syara’
bersendikan kitabullah.

3. Pemegang Undang-Undang/ hokum Negara, badan pemerintahan, dan lembaga

pemerintahan ( Umaroh ).

** Ibid, him. 136
* Ali Akbar DT. Pangeran, Kemitraan Adat Tali Berpilin Tiga Daerah Kampar Riau, 1996
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Saat ini ketiga unsur tersebut belum mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan
yang da di sekeliling mereka, apalagi menghadapi tantangan arus globalisasi yang menanti
disetiap sudut kehidupan. Untuk menangkal hal ini ada beberapa hal yang harus
diperhatikan, yaitu:

1. Perlu didudukannya tentang persamaan persepsi mengenai masalah tanah wilayat (

Tanah Ulayat ).

2. Kurang berkembangnya peran lembaga adat.

3. Mengendornya budaya/ norma-norma adat, dimana hanya untuk maksud dan saat
tertentu saja

4. Kurangnya kemampuan pemangku adat dalam menata dan menyusun program
menyangkut dengan adat istiadat serta pentingnya adat dalam pola perilaku

kehidupan sehari-hari.

C. Kewarisan Adat Andiko 44 ( Adat Kampar )

Pada umumnya dalam sistem kewarisan suatu masyarakat didasarkan pada sistem
kekerabatan yang dianut. Sebagai bagian dari pemerintahan Andiko Nan 44, masyarakat
Kampar bersuku keibuan dengan rumpun adat kekerabatan Matrilineal, yaitu mendasarkan
garis keturunan melalui garis keturunan ibu, dengan susunan kemasyarakatan persekutuan
yang disebut kolektif. Dengan demikian harta pusaka pada masyarakat Kampar diturunkan
melalui garis keturunan ibu dan tertutup sama sekali kemungkinan penurunan harta pusaka
melalui keturunan bapak, baik kebawah maupun keatas.

Keberadaan Tanah dan Hutan Ulayat*’

*'Bidang Penelitian/ Pengkajian.......... Op cit, hal. 153
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Tanah dan hutan ulayat merupakan sumber daya alam milik perkauman, puak, atau
suku tertentu dalam struktur adat di Riau yang kepemilikannya diwariskan secara turun
temurun. Keadaan topografi tanah dan hutan ulayat sangat beragam sesuai dengan keadaan
alam pada wilayah yang dinyatakan sebagai bagian dari hutan dan tanah ulayat tersebut.

Ada bagian hutan dan tanah yang berbukuit batu, gunung, bukit lembah, ngarai,
dataran bersungai, solok, ampangan, teluk, selat, tanjung, pulau-pulau besar dan kecil,
danau, tasik, tanah gambut, dan lain sebagainya. Pada tanah dan hutan ulayat ini tumbuh
bermacam-macam tanaman dan pohon-pohon yang bersumber sebagai penghasilan bagi
perkauman yang pemeliharaan dan penguasaannya di percayakan kepada kepala suku atau
datuk-datuk, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memlihara, menjaga, membagi
penghasilannya dalam perkauman serta melestarikannya sebagai salah satu sumber
penghasilan perkauman.

Hutan yang terdapat di Riau kegunaannya berbeda aturannya dengan kegunaannya
yang terdapat ditempat-tempat lain. Di negeri yang beradatkan Perpatih Nan Sebatang
seperti halnya Minangkabau, berbeda adat tradisi dengan masyarakat Ketemanggungan
yang ada di pesisir pantai di wilayah laut dan kepulauan. Ulayat berawal dari seberapa luas
lingkungan kehidupan suatu kaum, kata ulayat bermakna suatu wilayah kekuasaan
kehidupan dimana manusia dari dahulu secara turun-temurun telah mengolah wilayah
seluas-luasnya, kalau keturunan mereka berkembang maka lebih luas lagi ulayat hutan atau
tanah yang di kuasai.

Untuk melestarikan alam beserta isinya serta memanfaatkan segala hasilnya, maka
filsafat adat menggariskan segala aturannya, dengan kata lain kebukit berbunga kayu,

kelurah berbungan emping, kesungai berbunga pasir, kelaut berbunga karang. Artinya
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setiap kekayaan yang ada harus mampu memberikan kemanfaatan yang berkesinambungan
kepada seluruh anak cucu dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

Walaupun demikian dalam pembahasan mengenai pewarisan di Kampar, kita
terlebih dahulu harus membedakan antara 2 kelompok harta yang menjadi dasar pewarisan
secara umum yaitu:*®

1. Harta Pusaka Rendah; Harta yang diperoleh dari penghasilan kedua orangtua
selama mereka dalam pernikahan.

2. Harta Pusaka Tinggi; Harta yang diperoleh secara turun temurun dari orang
terdahulu dan berlaku selama keturunan dalam masyarakat tersebut masih ada,
yang sering diistilahkan dengan Hak Ulayat.

Hasan Basri mengatakan bahwa harato kambali kaagamo, pusako kambali kaadaik, artinya
terhadap harato ( pencariana orangtua ), maka sistem pewarisan didasarkan pada Syara’,
yaitu diturn wariskan kepada anak, dengan pembagian anak laki-laki sebanyak 2 bahagian
dari bahagian perempuan. Sementara itu bagi pusako ( pusaka tinggi/ hak ulayat ), berlaku
sistem menurut adat, dimana harta diturunkan kegaris perempuan keturunan ibu.

Selanjutnya Hasan Basri mengatakan untuk menciptakan rasa aman dan
kekeluargaan, maka seorang laki-laki dalam hal dia selaku orangtua/ suami, atau selaku
ninik mamak disisi lain, maka dalam hal terjadi transaksi jual beli atau transaksi lainnya,
maka posisi nya harus jelas, apakah posisinya ketika melakukan transaksi tersebut. Jika dia
berperan sebagai orangtua/ suami maka transaksi tersebut sebaiknya dibuat atas nama

isteri/ anak, sehingga jelas semua akibat hukum nantinya akan menjadi tanggung jawab

*® Hasan Basri, Pemuka Masyarakat Kampar, Rumbio-Kampar, wawancara dilakukan pada hari Senin,
tanggal 5 November 2012
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isteri atau anaknya. Sebaliknya jika dia berperan sebagai ninik atau mamak dalam suatu
suku atau kaum, maka sebaiknya transaksi dibuat atas nama kemenakan perempuan tertua
dalam kaum dengan disaksikan oleh ninik mamak pemimpin kaum. Kedua hal ini harus
jelas kedudukannya sehingga dimasa mendatang tidak akan terjadi saling tuduh, saling
klaim, saling ambil hak masing-masing. Sebenarnya jika masyarakat kita paham agama
dan mengerti adat, tidak ada satu pun kasus waris akan bergulir di pengadilan yang
menhabiskan waktu dan biaya serta memutus tali persaudaraan. Sebagaimana pepatah adat
adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, tak ado karuah nan tak tajaniahkan, tak
ado kusuik nan tak tasalasaian. Demikian agungnya peninggalan leluhur kita yang telah

memberi arahan bagi kita dalam hidup berdampingan dan damai.

Harta Pusaka Rendah

Pewarisan dalam hal harta ini, pada masyarakat Kampar tetap melandaskan
filosofienya kepada konsep Islam dimana tempat tinggal isteri disediakan oleh suami,
sehingga hukum Islam memberikan porsi yang lebih besar bagi pihak laki-laki dibanding
perempuan. serta tanggung jawab dan kekuasaan berada ditangan suami. Dalam hal
pewarisan terhadap harta pusaka rendah ini, Prof. Suwardi.MS*, mengatakan adanya tren
peningkatan kasus rebut waris yang bersumber dari pencarian orang tua saat ini
diindikasikan kegagalan orangtua untuk berperan aktif dalam memberikan pemahaman
kepada anak-anak mengenai agama yakni tentang pentingnya silaturahim, serta mendidik

anak agar berprilaku mandiri dan peduli dengan lingkungan sekitar. Beliau mengatakan

* Dosen Hukum Adat Riau, Peneliti di LAM Riau, Pemateri Seminar Adat Melayu, wawancara dilakukan
pada hari senin, tanggal 12 November 2012
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perlunya kearifan orangtua dalam menanamkan nilai agama sejak dini kepada anak-anak,
agar permasalahan waris ini tidak larut terjadi, karena jika tidak demikian maka maksud
orangtua untuk membahagiakan anak dengan memberikan kekayaan kepada mereka,
berakhir dengan permusuhan antar keluarga bahkan sampai bunuh membunuh demi sebuah
warisan. Disamping itu masyarakat dan instansi terkait harus pro aktif menyelesaikan
permasalahan ini melalui mediasi atau papaun namanya guna mencari penyelesaian yang
adil dan memuaskan bagi kedua pihak. Apabila dalam suatu keadaan terjadi pupus
keturunan, maka semua harta waris akan jatuh ke pengawasan baitul maal. Untuk

selanjutnya diarahkan penggunaannya.

Harta Pusaka Tinggi

Berbeda dengan pewarisan harta pusaka rendah, pada sistem pewarisan harta
pusaka tinggi adat Kampar peranan penting berada pada pihak ibu/ perempuan beserta
mamak. Peranan suami sebagai kepala keluarga tidak kuat. Karena dalam rumah tangga
peranan mamak, saudara laki-laki ibu lebih dominan dibanding suami. Seorang bapak
posisinya hanya sebagai semenda bahkan lebih diharapkan sebagai pemberi benih bagi
keturunan isterinya. Dalam hal ini keberadaan keturunan dari pihak perempuan sangat
dinanti, keluarga yang tidak mempunyai anak perempuan dianggap sebagai keluarga
pupus.*

Pewarisan dalam masyarakat adat Kampar dibawah pengawasan pihak laki-laki
dalam hal ini adalah Ninik mamak Tertua dalam kaum, Kalau ada yang dibagi maka

berdasarkan musyawarah ninik mamak membagi pewarisan ini meliputi 2 hal yakni berupa

*% Ibid.
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barang bergerak dan tidak bergerak, terkait benda bergerak, seperti kendaraan biasanya
diberikan kepihak laki-laki. Namun untuk barang tidak bergerak seperti tanah, biasanya
bagian tersebut diberikan ke pihak perempuan. hal ini bisa jadi hak pakai atau hak milik.
Karena pihak perempuan punya tanggung jawab juga terhadap pihak laki-laki, yaitu dalam
hal ketidak harmonisan hubungan laki-laki dengan keluarga isterinya sehingga pihak laki-
laki ini nanti akan kembali kerumah saudara perempuan, sehingga selama kita dirumah
akan menjadi tanggung jawab saudara kita perempuan, termasuk diantaranya jika saat sakit
saudara kita perempuanlah yang akan membiayai, bahkan sampai biaya penguburan.

Terkait harta pusaka tinggi ada beberapa hal yang perlu diketahui:>'1). Bahwa yang
dimaksud harta pusaka tinggi adalah harta yang diwariskan temurun berupa tanah, 2). Pada
dasarnya tidak dapat dialihkan, 3). Berapa banyak dan sampai kapan berlakunya Hak, 4).
Terjadinya Kepupusan/ Kepunahan.

Ad.l. Sebagai suatu masyarakat agraris, masyarakat adat kampar terikat dengan
tanah, sumber kekayaan mereka berasal dari pengelolahan tanah. Tanah menjadi ukuran
simbol kekayaan suatu kaum. Orang yang tak memiliki tanah dianggap miskin atau tak
jelas asal-usulnya. Tanah yang berada dalam pengelolahan inilah yang disebut tanah
ulayat/ tanah kaum. Tanah ini dalam pengawasan mamak tertua dalam kaum botuang
tumbuah dimato, air tertuang diureknyo, artinya orang yang dicalonkan dalam kaum
dengan turunan asli yang mengemukakan musyawrah untuk mufakat dalam rangka
memelihara adat, agama, negeri serta anak cucu. Selain itu juga memelihara harta pusaka
yang dalam pituah adat sumbing dititik, hilang dicari, kurang batukok, rusak diperbaiki,

sawah nan bapiriang, ulayat, ladang nan babidang, bandar nan baliku, padang nan

>! bid
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berbatas. Artinya inilah yang menjadi harta pusaka turun temurun, dari ninik turun ke
mamak, dari mamak turun ke kamanakan dalam jalur rumpun waris keibuan/ matrilineal.

Ad.2. Sebagai warisan yang turun temurun sudag barang tentu harus terpelihara
dan terkembangkan sampai generasi anak cucu penakik pisau sirawit, penarah batang
lentabuang, ambil saledang jadikan nyiru, setitik jadikan laut, sekepal jadikan gunung,
alam takambang jadi guru, artinya sumber peninggalan harus terpelihara bahkan harus
berkembang sehingga daya manfaatnya berlangsung lama samapi ke anak cucu. Diantara
tanah kaum ini ada yang disebut tanah ulayat, tanah soko, tanah pusako, tanah tajuntai,
tanah anggun-anggun, tanah lapangan gumbalo, dan tanah lapang. Dalam adat Kampar
harta pusaka diartikan sebagai penjaga sumpah setia, kuat memegang adat dan
lembaganya, indak lakangdek paneh, indak lapok kareno hujan. Sebagai penjaga sumpah,
ninik mamak tertua dalam kaun tidak boleh berkehedak bebas dalam harta pusaka
kaumnya termasuk membawa hasil atau memperuntukan harta itu untuk kerumah
isteri/anaknya. Namun terkait hal-hal istimewah/ mendesak, maka ninik mamak pemegang
waris dapat memusyawarahkan dengan kaumnya untuk menggadaikan sementara harta
pusaka dalam hal meliputi:

1. Rumah gadang katirisan

2. Mayat terbujur yang perlu diselamatkan

w

. Janda/ gadis tua yang belum bersuami

&

Kepentingan sosial yang jelas

52 . .
Hasan Basri,........ wawancara, 0p cit....
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Kesemua harta pusaka ini termasuk sawah, ladang, perkebunan didalam kampung, baik
didarat/ tegalan, rumah gadang, kesemuanya dipegang, dan dipelihara oleh pihak
perempuan dibawah pengawasan siompu suku. Kenapa hal ini dilakukan?

“ Karena kedudukan wanita dalam adat harus senantiasa dilindungi, dijaga, dan
dipelihara sehingga terhindar dari keadaan kondisi yang mencemarkan kehormatannya
sebagai wanita, tidak ditelantarkan, dan dijauhkan dari kesengsaraan. “

Ad.3. Ulayat diartikan sebagai wilayah bentang kehidupan suatu kaum/ suku,
dimana mereka hidup, berusaha, dan berkembang biak, serta menjadikan wilayah tersebut
sebagai tempat mereka berlindung dan menyambung kehidupan. Bahkan saking kuatnya
status hak atas wilayah/ ulayat ini hanya dibatasi oleh wilayah dimana mereka tidak bisa
kelolah dan pelihara maka jadilah itu tanah kuasa negara/ negeri. Bahkan dalam riwayat
adat Kampar berdasarkan waris yang di jawek, piagam yang dipacik, menyatakan bahwa
ulayat ini merupakan milik bersama kaum adat di negeri, bahkan ada yang dibeli
sebagaimana dikisahkan bahwa Raja Rokan membeli dengan tombaak emas kepada Raja
Kunto Darussalam dengan menancapkan dan menentukan batas yang telah disepakati
bersama. Bahkan bukan hanya batas ulayat datuk yang satu denagn yang lain saja, malah
batas desa/ negari, batas kecamata, batas kabupaten sudah ada, dan jelas dari dulu bahkan
sampai saat ini masih berlaku. Dengan demikian maka status akan ulayat ini berlaku
selama-lamanya sepanjang kaum atau suku tersebut masih mendiami dan memelihara serta
tumbuh kembang didaerah tersebut.

Ad.4. Sebagaimana dijelaskan diawal tadi, bahwa sebagai negeri agraris yang
menjadikan tanah sebagai wadah yang penting, maka dalam masyarakat Kampar dengan

sistem Matrilinealnya, dijelaskan bahwa ukuran kekayaan atau status suatu kaum/ suku

57

Repository University Of Riau

FPERPUSTRKRARAND UNIVERSITHS RIRAU

http://repository.unri,.ac.id/



diukur dari seberapa luas dan seberapa banyak kaum tersebut memiliki tanah yang berada
dibawah pengawasannya atau pemeliharaannya. Dalam matrilineal kelestarian keturunan
aadalah penting karena akan berpengaruh terhadap pewaris masa depan yakni anak-
kemenakan-cucu dan lainnya, sehingga apa yang ada saat ini diharapkan mampu ternikmati
sampai keturunan terakhir. Jika pada suatu waktu kaum/ suku tidak lagi memiliki
keturunan dari garis perempuan, maka secara adat kaum/ suku tersebut dikatakan pupus/
putus waris, sehingga segala harta ulayat baik soko/ gelar maupun pusako/ harta, yang
melekat pada kaum tersebut akan kembali ke adat, dalam arti lembaga adat atau penghulu/
ninik mamak pucuk, untuk selanjutnya diserahkan proses pembagian atau
pemeliharaannya.

Harta pusaka yang diwariskan oleh suatu generasi ke generasi berikutnya dalam
pewarisan adat Kampar umumnya berupa Tanah, yang penggunaannya dibedakan dalam 2
bentuk:

e Hak Bersama; berupa tanah yang dimiliki oleh suku, kaum secara kolektif dalam
bentuk ganggam beruntuk yang tidak dapat ditentukan bagian masing-masing dari
anggota ulayat, yaitu berstatus pusaka tinggi.

e Bukan Hak Bersama; dapat dikuasai oleh suatu perut dalam kaum/ suku, yang
mana perut lain tidak dapat menguasainya.

Jika dilihat dari cara seseorang mendapatkan harta atau tanah, ada beberapa bentuk
harta, yakni; harta yang dipusakai, harta pencarian, harta pemberian, harta bawaan, dan
harta tempatan. Dalam kekerabatan adat Kampar dengan sistem matrilinealnya, maka

kedudukan mamak dari kemenakan atau anak dari saudara perempuan adalah pengawas
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terhadap harta kemenakannya, sedangkan dalam pengelolaannya berada dalam penguasaan
pihak perempuan.

Disamping tanah, dalam harta waris Kampar ada juga yang dinamakan hutan
ulayat, sebagai pusaka tinggi milik bersama kaum yang peruntukannya dibagi menurut
kebutuhan kaum, hutan Ulayat/ kesepakatan status kepemilikan bersama, yang batas
ulayatnya terbagi atas batasan penguasaan atau kekuasaan yang diatur oleh pucuk adat
disetiap negeri menurut susunan penguasaan yang dikondisikan oleh Andiko Nan 44,
diantaranya adalah:*®

e Hutan Soko; Berasal dari tanah dan hutan ulayat, kemudian menjadi hutan tanah
soko persukuan 4 besar. Ulayat soko ini demi keadilan bagi suku-suku lain yang
kecil atau pendatang, maka didistribusikan pula ke ninik mamak dibawah suku
empat besar. Hutan soko lainnya ada juga yang dihibahkan kepada kepentingan
pendidikan, sosial kemasyarakatan, kepentingan jalan kampung, dan lainnya.
Sementara Tanah soko didistribusikan kepada anak kemenakan perempuan yang
lantas digunakan untuk perumahan, persawahan, ladang, perkebunan, tambak,
perkuburan, serta surau.

e Hutan Larangan; Terdiri atas hutan lindung, suaka marga satwa, hutan kampung
sialang, yang tidak boleh diganggu dan digugat oleh siapapun, wilayah ini harus
dijaga, dipelihara, dan dilestarikan sampai anak cucu mendatang.

e Hutan Pecadangan; Diperuntukan bagi keperluan, hutan industri, suaka alam, hutan

produksi terbatas, hutan tetap, dan cadangan lainnya.

> H. Anwar HS DT. Panglimo Rajo, Pemuka Adat Desa Tambang, Kampar: wawancara, Minggu, 21 Oktober
2012
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Kesemuanya ini telah mendapat perlindungan hukum sebagaimana dalam UUD
1945, UU No.5 Tahun 1960, yang mengakui adanya hak masyarakat adat terhadap wilayah

atau hak ulayat nya.

D. Ahli Waris dalam Adat kampar

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa ahli waris dibedakan atas ahli waris
terhadap harta pusaka rendah dan ahli waris terhadap harta pusaka tinggi. Berikut akan
diuraikan ahli waris menurut Adat Kampar dan proses pewarisannya:

Ahli waris harta pusaka rendah;

Dalam silsilah adat Kampar dikenal istilah bahwa harato kambalikan ka agamo,
pusakao kambalikan ka adat, artinya berkaitan dengan harta ( pusaka rendah ), adat
kampar menganut pola pewarisan yang berlandaskan syara’/ ajaran Islam, baik mengenai
jenis, cara pewarisan, maupun pembagian ahli waris. Mengenai harta yang diwariskan
meliputi harta pencarian orang tua atau jerih payah mereka selama pernikahan. Bahkan
dijelaskan lebih lanjut bahwa harta ini dapat berupa harta bawaan orang tua atau harta
bersama orangtua yang dikurangi dengan keperluan si-pewaris atau utang nya selama
masih hidup, serta wasiat beliau jika ada.

Menurut Hasan Basri®*, yang menjadi ahli waris dalam harta pusaka rendah ini
dikarenakan 3 hal:

1. Adanya hubungan nasab/ kekerabatan/ keturunan, seperti ayah, kakek, anak, cucu,
atau saudara, baik dalam garis lurus keatas, kebawah, atau menyamping.

2. Adanya hubungan pernikahan, seperti suami, isteri

>* Ibid

60

Repository University Of Riau

FPERPUSTRKRARAND UNIVERSITHS RIRAU

http://repository.unri,.ac.id/



@

3. Hubungan persaudaraan Islam

Beliau menambahkan terkait dengan pola pembagian warisan sebagaimana
hubungan pernikahan dan keturunan, berlaku sistem yang diatur dalam Alquran dan hadist,
atau diistilahkan dengan ashabul furudl. Terhadap hubungan persaudaraan dalam Islam,
hal ini terjadi jika sipewaris tidak memiliki garis keturunan yang akan mewarisi hartanya,
sehingga harta tersebut akan diserahkan ke baitu maal untuk dimanfaatkan bagi
kemashlahatan umat Islam.

Ahli waris harta pusaka tinggi;

Sebagai penganut pola kekerabatan Matrilineal, masyarakat Kampar mendasarkan
pola pewarisannya berdasarkan garis keturunan ibu, pihak ibu mempunyai peranan penting
dalam keluarga dibawah bimbingan mamak/ mamak waris tertua. Sehingga perkembangan
keturunan dari pihak ibu atau perempuan menjadi sangat penting karena berkaitan
langsung dengan pewarisan harta pusaka nantinya. Pada masyarakat Kampar, kaum yang
tidak memiliki anak perempuan dianggap sebagai pihak yang tidak dapat melanjutkan garis
keturunan sehingga akan perlahan pupus atau putus waris.

Harta pusaka ini nantinya akan diatur pewarisannya oleh mamak waris kepada
kemenakan perempuan / anak dari saudara perempuannya. Di Kampar perempuan sebagai
pewaris tunggal terhadap harta pusaka, yang berdasarkan musyawarah ninik mamak dapat
dijadikan hak pakai bahkan hak milik. Posisi laki-laki pada adat Kampar hanya sebagai
pengawas terhadap harta pusaka. Biasanya laki-laki akan mendapat bagian dari harta
pusaka hanya terbatas pada benda bergerak seperti sepeda, motor, atau kendaraan lainnya

seperti perahu.
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Yang sering mengemuka mengapa pewarisan adat terhadap harta pusaka jatuh
kepada perempuan?, Hasan Basri menyatakan bahwa Karena kedudukan wanita dalam adat
harus senantiasa dilindungi, dijaga, dan dipelihara sehingga terhindar dari keadaan kondisi
yang mencemarkan kehormatannya sebagai wanita, tidak ditelantarkan, dan dijauhkan dari
kesengsaraan. Lebih jauh Hasan basri menyatakan bahwa pihak perempuan juga memiliki
tanggung jawab besar terhadap laki-laki/ saudara kandungnya seperti:

e Jika saudara laki-lakinya sakit

¢ Jika saudara laki-lakinya ada masalah dirumah anaknya, atau terjadinya perceraian
o Jika melakukan tindakan tercela, seperti selingkuh,dan lainnya

¢ Jika mempunyai Utang masa muda yang baru diketahui

¢ Jika meninggal dunia

e Dan keadaan khusus lainnya.

Maka terhadap hal ini akan menjadi beban bagi saudara perempuannya, sehingga
selama saudara laki-lakinya mengalami permasalahan dan menetap dirumah induk maka
semua beban nya menjadi beban saudara perempuan. Demikian besarnya penghargaan adat
terhadap perempuan, sehingga disegala segi kehidupannya perempuan harus dilindungi,
bahkan tidak jarang perempuan menerima hal yang sebaliknya dari saudara laki-lakinya,
yang dengan keegoisan dan kekuatannya mencoba mengambil alih semua hak yang telah
diberikan adat terhadap perempuan yang dalam adat dikatakan urang nan tonkar jo adat,

ibaraik kacang lupo kuliknyo.

62

Repository University Of Riau

FPERPUSTRKRARAND UNIVERSITHS RIRAU

http://repository.unri,.ac.id/



4.2 Hambatan-Hambatan dan Upaya Penyelesaian Permasalahan Pewarisan
Pelaksanaan sistem pewarisan adat di Kampar, meliputi beberapa permasalahan
atau hambatan mendasar, meliputi:*®

1. Belum adanya persamaan persepsi tentang ulayat/ pusaka tinggi diantara pihak
yang terkait ( Tali berpilin tiga ), yaitu antara pemuka adat, alim ulama, dan
pemagang Undang-undang, sehingga berpengaruh terhadap kekuasaan adat yang
meliputi ulayat/ pusaka tinggi, sehingga ada yang mengatakan bahwa tanah ulayat
perlahan mulai terkikis atau berkurang, sehingga jangankan untuk dibagi bahkan
untuk dipergilirkan pun sudah tidak memungkinkan.

2. Kurangnya pengetahuan dari pemangku adat, baik bidang agama maupun bidang
adat, sehingga berpengaruh terhadap pola kepemimpinannya.

3. Kurang berperannya lembaga adat atau struktur adat lainnya, seperti tingkat nagari
atau wilayah, yang membuat persoalan adat saat ini banyak yang diselesaikan lewat
jalur hukum formil, yang secara aktualisasinya tidak akan mampu mengakomodasi
kepentingan para pihak yang bersengketa.

4. Kurangnya etika adat, sopan santun, baik mamak, kemenakan. Yang berpengaruh
dalam pola pergaulan baik dalam lingkup kaum/ suku, maupun beda kaum atau
suku.

5. Berkembangnya pola hidup hedonisme, sehingga wibawa adat tidak tegak. Sebagai
contoh, banyaknya harta pusaka tinggi yang digadai, dijual, tanpa sebab yang

istimewah, sehingga apa yang menjadi tujuan adat penakik pisau sirawit, penarah

>>H. Anwar HS DT. Panglimo Rajo,..... Op cit
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batang lantabuang, setitik jadikan nyiru, sekepal jadikan gunung, alam takambang

jadi guru. Seolah menjadi slogan tanpa makna.

Bapak M. Noer,” menyatakan bahwa permasalahan waris adat di Kampar pada
hakikatnya terjadi karena tidak mengerti, dan ketidak pahaman terhadap agama dan adat,
padahal sudah digariskan dalam pituah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah
serta kuatnya materi kandungan adat dalam menyelesaikan permasalahan palu-palu ular,
ular dipalu tidak mati, tanah dipalu tidak lembang, pemalu tidak patah, seperti manghela
rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berserak, hanyuik paminteh, lupo
mandagokkan. Bahwa dalam adat tak ado kusuik tak salosai, tak koruah tak tajoniahan,
artinya semua masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah, karena musyawarah beraja
ke nan benar, yang benar akan berdiri sendirinya, begitulah Adat menanggapi setiap
masalah. Selanjutnya beliau memberikan beberapa alternatif pola penyelesaian terhadap
permasalahan waris ini yang meliputi:

1. Menata kembali kaum/ suku, yaitu keharmonisan antara kemenakan, mamak kaum,
atau penghulu dengan saling menjaga silaturrahim, membiasakan musyawarah
dalam menghadapi persoalan.

2. Menghidupkan kembali kursus atau pelatihan tentang adat, untuk melatih
kepahaman anak-kemenakan terhadap adat dan permasalahannya.

3. Mengoptimalkan peran lembaga adat,para pemangku adat di setiap jenjang melalui
pertemuan-pertemuan yang membahas seputar permasalahan adat di masyarakat.

4. Meugupayakan kerjasama dan pembicaraan dengan pemerintah dalam hal

menyamakan persepsi tentang persoalan ulayat atau harta pusaka adat.

>® pemuka Masyarakat, Desa alam Panjang, Rumbio, Kampar: wawancara, Minggu, 21 Oktober 2012
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5. Melakukan pendataan kembali mengenai ulayat, bahkan bila perlu melakukan
pembahasan tentang silsilah adat, untuk lebih menimbulkan rasa memiliki akan
adat.

Sebagai penutup dalam pola penyelesaian tentang waris di Kampar, M. Noer
mengatakan bahwa adat itu ibarat usang-usang diperbaharui, lapuk di kajangi, artinya
adat itu berkembang sebagaimana manusia, diperlukan kearifan untuk menyikapinya. Anak
kemenakan perlu diberdayakan, agar konsep-konsep murni adat tetap terjaga. Dibalik itu
semua ketauladanan ninik mamak adalah kunci dalam menetukan berhasil tidaknya
mendidik anak kemenakan, kharismatik dan berpegang teguh dengan kebenaran karena
mereka adalah kombuik bonio kandang pusoko, suluh bendang bintang cuaco, kosiok putio

airnyo jonio, nan manjago singik jo nan teleng.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan :

. Bahwa pewarisan pada masyarakat Kampar berkaitan dengan 2 kelompok harta

warisan yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Terhadap kedua warisan
ini adat mengatakan harato kembalikan ka agamo, pusako kembalikan ka adat,
artinya terhadap harta pusaka rendah, adat Kampar menganut sisitem pewarisan
Islam, yang syarat dan ketentuan warisnya sesuai dengan ashabul furudl yang
diatur dalam Alquran dan Sunnah. Sementara terkait harta pusaka tinggi, sistem
pewarisan didasarkan pada sifat kekerabatan Matrilineal, yakni pola pewarisan
melalui garis keturunan ibu (pihak perempuan), sehingga pihak perempuan lah
yang memegang sentral pengelolahan harta pusaka dibawah pengawasan ninik

mamak waris ( mamak soko ).

. Bahwa permasalahan pewarisan di Kampar pada hakikatnya berkaitan dengan

pudarnya nilai agama dan adat itu sendiri pada diri pemangku adat, sehingga
menjadikan anak kemenakan terlantar tanpa kepahaman akan adat. Diperparah lagi
dengan belum sinerginya pemahaman mengenai waris khususnya tentang ulayat
pada kekuatan adat bertali tiga, ninik mamak, alim ulama, dan pemegang
pemerintahan. Sehingga menjadikan permasalahan ulayat dan waris sering
diperebutkan di jalur pengadilan, tanpa ada penyelesaian di dalam adat (generasi

yang tongka jo adat).
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5.2 Saran
Berdasarkan uraian diatas ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan bagi
perkembangan adat di Kampar, khususnya dalam masalah waris, yakni:

1. Terhadap permasalahan pokok dalam waris, yaitu terkait ulayat, perlu diadakan
kajian mendalam untuk mencari kesepahaman tentang kedudukan ulayat serta
kemanfaatannya dalam proses pembangunan kedepan dan Perlunya penataan ulang
terhadap ulayat yang ada, agar jangan terjadi permasalahan dikemudian hari
terhadap anak-kemenakan di Kampar.

2. Pengoptimalan peran dan kualitas pemangku adat disetiap jenjang kelembagaan
sebagai bahan koordinasi terhdap permasalahan yang terjadi maupun yang akan
terjadi dan Perlu melakukan pembinaan kepada generasi muda tentang adat dan
silsilahnya secara kontinyu, sehingga terciptanya rasa memiliki terhadap adat,

mengingat mereka adalah generasi penerus tegaknya adat dimasa mendatang.
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